
BABI 
PENDAITULUAN 

Di Indonesia, demokrasi sudah dipcrbincangkan oli:h Founding fathers 

se:iak scbelum proklamasi kemcrdekaan pada pcrtengahan abad ini. Perbincangan 

itu telah mcnghasilkan konsensus yang m�ndasari pcndirian Negara Republik 

Indonesia. Mereka sepakat bahwa Negara Republik Indonesia harus berdasarkan 

kedaulatan rakyat. Rcpublik Indonesia haruslah Negara dcmokrasi. Diantara 

tokoh bcsar waktu itu tidak �aiupun yang memandang dcmokrasi sebagai paham 

yang tidak cocok untuk Indonesia. Bahkan, mereka menggarisbawahi bahv:a 

scJak semula demokrasi merupakan cita-cita pcrgerakan kemcrdekaan Indonesia. 

Pemilu mcrupakan sarana untul.. mewujudkan kedaulatan rakyat dalam 

rangka keikutsertaan ral..yat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. 

Pemerintahan Negara yang dibentuk mclalui pemilu adalah berasal dari rakyat, 

dijalankan •esuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahtcraan 

rakyat. 

Negara kita Indonesia sudah sepuluh (I 0) kali menyelenggarakan 

pemilihan umum (pemilu) tentunya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat 

untuk menjadi anggota D'.'R/Mf'R selanjutnya lembaga ini memilih pimpinan 

�asional dan membuat Gans-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi karcna 

perbedaan kondi�i. pergaturan dan pelaksanaannya jadi berbeda. 
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Situasi dan kondisi yang bcrkembang pada saa1 pcmilu 1999 

diselcngg arakan bcrbcda dengan pcmilu 1982. karcna peraturan dan perundang· 

undangannya bcrbcda. Namun demik1an pcrbcdaannya hanya parsial karena tidak 

jarang UU Pernilu merupakan hasil pcrubahan yang bersifat parsial juga dengan 

UU Pemilu scbelumnya. 2 

Dewasa ini KPU 1.elah memaparkan peraturan dan undang-undang yang 

menjadi pegangan atau l,mdasan bagi pclaksanaan pemilu-pemilu yang sudah 

pemah dilaksanakan di Indonesia sejak 1955 - 2004. Pemaparannya 

dikclomvakkan menurut setiap pcriode pemilu dan sesuai dengan hirarkinya 

dalam tatanan hukurn. Dengan demikian, unruk sctiap pemilu, akan dipaparkan 

UU. Pcranw.ui Pcmcrintah. Kcputusan Presiden (Keppres), Kcpurusan Menteri 

dan setcrusnya. Dalam hal UlJ atau pcraturan dilcngkapi aturan pcnjelasan. atau 

J><nJela."<tn tcrsebu1 juga disertakan di dalamnya. 

A. PENEGASAN DAN PENGERTIAN JUDUL 

Si.:atu tulisan atau karya ilmiah selalu diberi judul yang menarik, sehingg a 

menJorong orang lain untuk membaca dan sekaligus mcmahami maksud dan 

rujuan penulis. 

Dalam hal ini pcnulis mcmilih judul : "Hubungan antara Pemerintah 

dengan Komisi Pcmiliban Umum (KPU) propinsi Sumatcra Utara dalam 

pcnyelenggaraan pemilihan umum 2004 berdasarkan Undang-Undang No.12 

tabun 2003 tentang Pem:lu ditinjau dari Hukum Administrasi Negara" 
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